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ABSTRACT 

 

 

This research aims to determine the quality of service for claim participants of the 

social security organizers of employment in the BPJS Ketenagakerjaan office in 

Makassar City. This research uses a qualitative approach and employs descriptive 

research design. Data collection is conducted through field observations, 

interviews, and documentation. The data analysis techniques used are data 

collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The 

results of this research indicate that the service for claim participants of the social 

security organizers of employment can be seen from five indicators of service 

quality: 1) Tangibles (Physical Evidence) are good, 2) Reliability is not yet well-

implemented, 3) Responsiveness is good, 4) Assurance is well-implemented, and 

5) Empathy is well-implemented. Based on the research results, four out of five 

indicators of service quality have been well-implemented and meet the standards of 

service quality. 
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PENDAHULUAN 
 

 

Hubungan antara sesama manusia memang sangat diperlukan dalam 

menunjang keberlangsungan hidup. Pada saat ini, pemerintah mendapat sorotan 

publik terutama dalam hal pelayanan (Andi et al., 2018; Batley & Mcloughlin, 

2015; Hunter, 1995). Masyarakat Indonesia semakin kritis dalam menginginkan 

pelayanan yang maksimal dari pemerintah. Dalam kehidupan global, dengan 

perubahan zaman dan semakin modernnya kehidupan manusia, teknologi dan 

faktor-faktor lainnya membawa perubahan dan dampak yang kompleks. 

 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik 

mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Tugas terpenting dari setiap instansi pemerintahan adalah memberikan pelayanan, 

bahkan pada dasarnya pembentukan instansi-instansi pemerintah ditujukan sebagai 

perangkat utama dalam pemberian pelayanan. Kegiatan pelayanan juga 

menyangkut pemenuhan suatu hak dan kewajiban setiap warga negara serta 

tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan. Untuk menjalankan 

pelayanan publik dengan baik, diperlukan norma hukum yang memberikan 

pengaturan secara jelas (Perrin et al., 2021; Ross et al., 2019). Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap 

penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan 

standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan 

masyarakat, dan kondisi lingkungan (Greenhalgh et al., 2021). 

Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS) 

melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Nasional merupakan pelaksanaan program jaminan sosial nasional 

yang bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terdiri dari BPJS Kesehatan dan 

BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Dengan dibentuknya Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) dan mulai beroperasinya BPJS Kesehatan pada tanggal 1 

Januari 2014, maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, khususnya tenaga kerja 

yaitu Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), tidak lagi menyelenggarakan 

program jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

selanjutnya berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014. 

BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan kompetensi di seluruh unit 

pelayanan sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung 

dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya. Dengan sistem penyelenggaraan 

yang semakin maju, program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan 

manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi 

penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia. 

Pelayanan klaim peserta badan penyelenggara jaminan sosial 

ketenagakerjaan yang ditangani oleh Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota 

Makassar merupakan kantor yang bertanggung jawab untuk memberikan 

perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat, khususnya mereka yang 

merupakan tenaga kerja. Pelayanan klaim peserta badan penyelenggara jaminan 

sosial ketenagakerjaan ini sering kali mendapatkan keluhan dari masyarakat karena 

prosedurnya yang terkesan berbelit-belit dan sulit dipahami, terutama oleh peserta 

yang masih awam. Dalam hal ini, edukasi dan komunikasi yang lebih efektif dari 

pihak BPJS Ketenagakerjaan kepada pesertanya sangat diperlukan. Untuk menjaga 

kualitas pelayanan publik yang baik, instansi BPJS Ketenagakerjaan perlu 

melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kriteria standar dan kualitas pelayanan 

publik yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelayanan klaim 

peserta badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, penelitian lebih 
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lanjut diperlukan untuk menginvestigasi dan menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelayanan klaim tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi pelayanan klaim peserta Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kantor BPJS 

Ketenagakerjaan Kota Makassar. 

 

 

METODE PENELITIAN 
 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian  ini  yaitu  metode  penelitian 

kualitatif   dimana   permasalahan   yang diangkat  tidak terungkap  melalui  data- 

data     statistik     tetapi     data     yang dikumpulkan  lebih  mengambil  bentuk 

kata-kata   tertulis,   lisan   atau   gambar daripada  angka-angka  tentang  masalah 

yang diteliti. 

Jenis  penelitian  yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa 

membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel 

lain (Creswell & Creswell, 2017). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk 

membuat deskripsi, gambaran/lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan  antar  fenomena  yang diselidiki 

untuk  memberikan  gambaran secara jelas mengenai objek yang diteliti dan 

berusaha melihat fenomena yang terjadi dengan rencana yang telah dibuat 

sebelumnya khususnya pelayanan klaim peserta badan penyelenggara jaminan 

sosial ketenagakerjaan. 

 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Penelitian 

 

Pelayanan yang berkualitas di dalam pemerintahan yang baik mengacu pada 

aspek-aspek tertentu. Masyarakat sebagai penerima pelayanan harus diperlakukan 

secara sama, adil, dan segera. Dalam konteks penelitian ini, pelayanan klaim peserta 

badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti Jaminan Kecelakaan 

Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua di Kantor BPJS Ketenagakerjaan 

Kota Makassar, diharapkan mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan 

prosedur yang ada. 

Hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi di Kantor BPJS 

Ketenagakerjaan Kota Makassar didasarkan pada fokus penelitian yang mengacu 

pada teori kualitas pelayanan Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (dalam 

Hardiyansyah, 2011), yaitu Tangibles (Berwujud), Reliability (Kehandalan), 

Responsiveness (Respon/Ketanggapan), Assurance (Jaminan), dan Empathy 

(Empati). 

 

1. Tangibles (Berwujud): 
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Dalam pelayanan klaim jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan 

jaminan hari tua, kenyamanan tempat pelayanan sangat penting. Hasil 

observasi menunjukkan bahwa Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar 

telah menyediakan fasilitas yang khusus dan ruang tunggu yang nyaman untuk 

para peserta yang melakukan pelayanan klaim tersebut. Hal ini sesuai dengan 

indikator tangibles (Berwujud) dalam teori kualitas pelayanan. 

 

2. Reliability (Kehandalan): 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pegawai BPJS Ketenagakerjaan 

Kota Makassar telah memenuhi standar pelayanan dan memiliki kode etik yang 

mengatur pelaksanaan tugas mereka. Namun, prosedur pelayanan masih 

membutuhkan evaluasi dan sosialisasi lebih lanjut dari BPJS Ketenagakerjaan 

agar masyarakat mengetahui dengan jelas persyaratan klaim jaminan yang 

harus dipenuhi. Ini dapat menjadi area perbaikan untuk meningkatkan 

kehandalan (Reliability) pelayanan. 

 

3. Responsiveness (Respon/Ketanggapan): 

Sikap responsif dan tanggap terhadap keluhan merupakan aspek penting dalam 

pelayanan klaim jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari 

tua di BPJS Ketenagakerjaan. Pelayanan yang cepat dan tepat memberikan 

kepuasan kepada masyarakat yang membutuhkan klaim. Hasil wawancara dan 

observasi menunjukkan bahwa pegawai BPJS Ketenagakerjaan telah 

merespons dengan cepat, tanggap, dan ramah terhadap peserta klaim. Saran dan 

keluhan yang diberikan oleh peserta dapat menjadi bahan perbaikan untuk 

meningkatkan responsivitas pelayanan. 

 

4. Assurance (Jaminan): 

Peserta klaim jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari 

tua diharapkan mendapatkan kepastian terhadap waktu dan biaya selama proses 

pelayanan. Pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, jam pelayanan 

telah ditetapkan dan tidak ada biaya yang dikenakan selama proses pelayanan 

klaim. Hal ini sesuai dengan indikator Assurance (Jaminan) dalam teori 

kualitas pelayanan. 

 

5. Empathy (Empati) 

Pentingnya kepentingan peserta klaim jaminan kecelakaan kerja, jaminan 

kematian, dan jaminan hari tua diutamakan dalam pelayanan. Sikap sopan dan 

perhatian terhadap peserta klaim mendapatkan penilaian yang baik. 

Berdasarkan indikator Empathy (Empati) dalam teori kualitas pelayanan, 

pegawai BPJS Ketenagakerjaan telah menunjukkan perilaku yang baik dan 

memperlihatkan empati terhadap peserta klaim. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan klaim peserta badan 

penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, beberapa saran dapat diberikan. 

Pertama, prosedur pelayanan perlu lebih dievaluasi dan disosialisasikan kepada 

masyarakat agar peserta klaim memahami dengan baik persyaratan dan tahapan 
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yang harus dilalui. Kedua, responsivitas pelayanan dapat terus ditingkatkan dengan 

merespons keluhan dan saran dari peserta klaim secara cepat dan tepat. Ketiga, 

penting untuk menjaga keberlanjutan kualitas pelayanan melalui pelatihan dan 

pengembangan pegawai BPJS Ketenagakerjaan. Keempat, memastikan komunikasi 

yang efektif antara pegawai dan peserta klaim untuk memperkuat hubungan empati 

dan kepercayaan. 

 

Pembahasan 

Pelayanan klaim peserta badan penyelenggara jaminan sosial 

ketenagakerjaan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar telah 

dievaluasi berdasarkan beberapa aspek kualitas pelayanan, yaitu Tangibles 

(Berwujud), Reliability (Kehandalan), Responsiveness 

(Respons/Ketanggapan), Assurance (Jaminan), dan Empathy (Empati). 

Beberapa aspek kualitas pelayanan tersebut telah memenuhi standar yang 

diharapkan, namun terdapat ruang untuk perbaikan guna meningkatkan 

kepuasan peserta klaim. 

Dalam hal Tangibles (Berwujud), Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota 

Makassar telah menyediakan fasilitas yang memadai dan ruang tunggu yang 

nyaman untuk para peserta klaim. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Parasuraman et al., (1994) yang mengemukakan bahwa aspek 

berwujud (tangibles) dalam pelayanan adalah faktor yang penting dalam 

menciptakan kepuasan pelanggan. Observasi yang dilakukan juga menunjukkan 

bahwa Kantor BPJS Ketenagakerjaan telah memenuhi indikator ini dengan 

baik. 

Dalam aspek Reliability (Kehandalan), pegawai BPJS Ketenagakerjaan 

Kota Makassar telah memenuhi standar pelayanan dan memiliki kode etik yang 

mengatur pelaksanaan tugas mereka. Namun, terdapat kebutuhan untuk 

meningkatkan sosialisasi prosedur kepada masyarakat agar peserta klaim 

memahami persyaratan dan tahapan yang harus dilalui. Hal ini sejalan dengan 

penelitian sebelumnya yang menyebutkan pentingnya kejelasan dan 

pemahaman terhadap prosedur pelayanan untuk mencapai kehandalan 

(reliability) dalam pelayanan (Zeithaml, Parasuraman, & Berry, dalam 

Hardiyansyah, 2011). 

Dalam Responsiveness (Respons/Ketanggapan), pegawai BPJS 

Ketenagakerjaan telah merespon dengan cepat, tanggap, dan ramah terhadap 

peserta klaim. Responsivitas yang baik dalam memberikan pelayanan klaim 

dapat meningkatkan kepuasan peserta. Penting bagi BPJS Ketenagakerjaan 

untuk terus meningkatkan responsivitas pelayanan dengan merespons keluhan 

dan saran dari peserta klaim secara cepat dan tepat. Hal ini sejalan dengan 

penelitian sebelumnya yang mengemukakan bahwa responsif terhadap 

kebutuhan dan masalah pelanggan adalah aspek penting dalam menciptakan 

kepuasan pelanggan (Zeithaml, Parasuraman, & Berry, dalam Hardiyansyah, 

2011). 

Dalam Assurance (Jaminan), peserta klaim jaminan kecelakaan kerja, 

jaminan kematian, dan jaminan hari tua di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota 

Makassar telah mendapatkan kepastian terhadap waktu dan biaya selama proses 
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pelayanan. Pada BPJS Ketenagakerjaan, telah ditetapkan jam pelayanan dan 

tidak ada biaya yang dikenakan selama proses klaim. Penelitian sebelumnya 

juga menunjukkan bahwa pemberian kepastian dan jaminan terhadap peserta 

adalah salah satu aspek penting dalam menciptakan kualitas pelayanan yang 

baik (Zeithaml, Parasuraman, & Berry, dalam Hardiyansyah, 2011). Oleh 

karena itu, Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar telah memenuhi 

indikator Assurance (Jaminan) dalam teori kualitas pelayanan.  

Namun, meskipun beberapa aspek kualitas pelayanan telah terpenuhi, 

terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan klaim peserta. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih baik 

terkait prosedur pelayanan kepada masyarakat. Hal ini akan membantu peserta 

klaim memahami dengan jelas persyaratan dan tahapan yang harus dilalui, 

sehingga mereka dapat mempersiapkan dokumen yang diperlukan dengan tepat. 

Kedua, responsivitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan lebih cepat dan tepat 

dalam menanggapi keluhan dan saran dari peserta klaim (Aji & Arfianto, 2018; 

Akib et al., 2015; Carlyle et al., 2022; Ramseook-Munhurrun et al., 2010). Hal 

ini akan membantu mempercepat proses klaim dan memberikan kepuasan 

kepada peserta. Ketiga, pemeliharaan sikap empati terhadap peserta klaim juga 

penting. Pegawai BPJS Ketenagakerjaan perlu terus menjaga sikap sopan, 

ramah, dan empati dalam memberikan pelayanan kepada peserta klaim. Hal ini 

akan memberikan rasa nyaman dan kepercayaan kepada peserta, serta 

meningkatkan kepuasan mereka terhadap pelayanan (Alshurideh et al., 2019; 

Azis et al., 2018; Greenhalgh et al., 2021; Hidayah, 2013; Hunter, 1995; Knapp, 

2006; Kumar & Hundal, 2019; Meyer, 1995; Rengifurwarin et al., 2018; Yang, 

2015). 

Dengan terus melakukan perbaikan dan pengembangan pelayanan klaim 

peserta, diharapkan kepuasan peserta klaim dapat tercapai dan masyarakat dapat 

memperoleh perlindungan sosial ekonomi yang lebih baik melalui jaminan 

sosial ketenagakerjaan. Selain itu, langkah-langkah yang diambil untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk 

mewujudkan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan publik. 

 

KESIMPULAN 

 

Pelayanan klaim peserta badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan 

di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar telah memenuhi beberapa aspek 

kualitas pelayanan, seperti Tangibles (Berwujud), Reliability (Kehandalan), 

Responsiveness (Respons/Ketanggapan), Assurance (Jaminan), dan Empathy 

(Empati). Namun, terdapat beberapa area yang masih perlu perbaikan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk dalam hal sosialisasi prosedur, 

responsivitas yang lebih baik, dan pemeliharaan sikap empati terhadap peserta klaim. 

Dengan terus memperbaiki dan mengembangkan pelayanan, diharapkan kepuasan 

peserta klaim dapat tercapai dan masyarakat dapat memperoleh perlindungan sosial 

ekonomi yang lebih baik melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. 
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